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Abstract: Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dianggap sebagai salah satu
pendorong utama untuk penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pengem-
bangan KKP dilakukan secara bersama-sama namun masih belum terlalu sederhana dan
jelas. Hal ini karena kawasan konservasi laut merupakan instrumen penting untuk
melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. Negara-negara yang serius da-
lam pengembangan KKP menghindari kerusakan lingkungan laut yang dapat terjadi jika
tidak ditangani dengan serius. Terdapat hubungan antara kawasan konservasi dengan
pembangunan ekonomi suatu negara, di mana pembangunan ekonomi yang tidak ter-
encana dengan baik dapat merusak lingkungan. Pengelolaan KKP merupakan masalah
kompleks karena menyangkut kelestarian lingkungan dan pengembangan pola pikir
masyarakat. Banyak komunitas perlindungan laut dan Taman Nasional yang menjaga
area untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya alam. Selain menjaga lingkungan,
KKP juga memiliki potensi untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup
masyarakat lokal sambil melestarikan habitat alami. Inisiatif konservasi juga bersifat so-
sial karena melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang penting untuk sis-
tem dan aktivitas yang mendukung kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan
juga menggabungkan konsep kesetaraan, meningkatkan kapasitas, keterlibatan, mobilitas
ke atas, dan harmoni sosial. KKP harus dapat mempromosikan ekonomi, sosial, dan per-
baikan budaya bersama dengan konservasi. Kesadaran dan sikap lingkungan juga pent-
ing dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Membangun kesadaran
lingkungan dapat dicapai melalui berbagi informasi di antara anggota komunitas.
Pengelolaan berbasis masyarakat adalah salah satu mekanisme yang menciptakan tingkat
kesadaran tertentu dan perubahan sikap dan perilaku di antara orang-orang lokal.
Dengan pengelolaan yang tepat, KKP dapat memberikan dampak positif dalam
melindungi ekosistem laut dan meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan.
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1. Introduction

Pengelolaan marine protected area dianggap sebagai pendorong utama yang men-
dasari penggunaan berkelanjutan sumber daya laut. Ide pengembangan yang sudah ada
dilakukan secara bersama-sama tetapi masih kurang sederhana dan belum terlalu jelas.
Pengembangan marine protected area di seluruh dunia sudah sangat serius dikarenakan
apabila tidak serius akan merusak lingkungan. Terdapat hubungan perlindungan tentang
kawasan lindung maupun konservasi biodiversitas dengan pembangunan ekonomi suatu
negara. Negara dengan pembangunan ekonomi bidang industri yang cepat dan masif
selalu menyebabkan polusi sampai melakukan eksploitas sumber daya yang berlebihan
(Awan, 2013). Pembangunan tanpa perencanaan yang baik akan menghalangi sumber
daya alam berkelanjutan dan menjadi merusak lingkungan. Pengelolaan marine pro-
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tected area menjadi masalah yang kompleks untuk dibahas dikarenakan menyangkut ke-
lestarian lingkungan beserta pengembangan pola pikir masyarakat termasuk kawasan
lindung. Sudah banyak berdiri komunitas-komunitas perlindungan laut maupun Taman
Nasional yang menjaga area untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya alam.

Terdapat peluang besar untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup
masyarakat lokal sekaligus melestarikan dan meningkatkan habitat alami. Inisiatif kon-
servasi bisa bersifat sosial karena memang dirancang untuk melindungi ekosistem alam
dan keanekaragaman hayati, yang penting untuks sistem dan aktivitas yang mendukung
kehidupan manusia. Berkelanjutan sosial pembangunan menggabungkan konsep
kesetaraan, meningkatkan kapasitas, ketersediaan, keterlibatan, mobilitas ke atas dan har-
moni sosial. Kawasan lindung harus mampu mempromosikan ekonomi, sosial dan per-
baikan budaya bersama dengan konservasi. Perkembangan budaya adalah untuk mem-
promosikan keterlibatan penduduk asli, menggunakan budayawarisan sebagai cara un-
tuk mengembangkan bakat komunitas dan semangat komunitas. Peningkatan mata pen-
caharian masyarakat yang tinggal di pesisir dan pemberdayaan keuangan berperan
sangat penting dalam perlindungan alam dan monumen budaya. Konservasi hasil
sumber daya alam, mata pencaharian dan integrasi budaya saling terkait satu sama lain.

Kesadaran dan sikap lingkungan juga mempengaruhi pemanfaatkan sumber daya
alam berkelanjutan. Membangun mental sebagai dimensi positif untuk sikap dan perilaku
lingkungan terhadap masalah perubahan iklim dan pemanasan global. Peningkatan ting-
kat kesadaran lingkungan dapat dicapai melalui berbagi informasi di antara anggota
komunitas. Selain itu, pengelolaan berbasis masyarakat adalah salah satunyamekanisme
yang telah menciptakan tingkat kesadaran tertentu dan dibawah perubahan sikap dan
perilaku di antara orang-orang lokal

2. Materials and Methods

Potensi sumber daya pada suatu wilayah, merupakan kekayaan yang dikuasai
negara dan perlu dijaga kelestariannya, serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Sumber daya yang dimaksud yaitu: sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber
daya buatan, dan jasa lingkungan. Salah satu sumber daya yang penting untuk diatur
tatat kelolanya adalah sektor perikanan. Potensi sumber daya ikan membutuhkan pem-
bangunan sistem hukum secara holistik, agar dapat menciptakan ketertiban dalam mana-
jemennya. Keberadaan kawasan konservasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlang-
sungan sumber daya ikan, agar dapat berkontribusi terhadap masyarakat kelautan dan
perikanan. Paradigma ekonomi dalam angka yang dijadikan dasar mengelola sumber
daya ikan selama ini, harus segera diseimbangkan dengan menekan berbagai kemung-
kinan dampak negative (Pramoda & Khoshendrajana, 1969).

Marine Protected Area (MPA) merupakan salah satu instrumen yang didesain lang-
sung pada pengendalian sumber daya alam, yaitu berupa penentuan suatu kawasan se-
bagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi laut (Marine Protected Area) ini memiliki
nilai ekonomis yang tinggi yang tidak hanya bersifat tangible (terukur), namun juga ber-
sifat intangible (tidak terukur). Manfaat terukur biasanya digolongkan ke dalam manfaat
kegunaan, baik yang dikonsumsi maupun tidak, sementara manfaat tidak terukur berupa
manfaat non kegunaan yang lebih bersifat pemeliharaan ekosistem dalam jangka panjang
(Dalimunthe et al., 2018). Prinsip dari Marine Protected Area adalah spill over effect atau
dampak limpahan dimana pada kawasan yang dilindungi, stok ikan akan tumbuh
dengan baik dan limpahan dari pertumbuhan ini akan mengalir ke wilayah di luar kawa-
san yang kemudian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber
pertumbuhan di daerah yang dilindungi. Marine Protected Area memiliki banyak
manfaat yang signifikan yang akan membantu pengelolaan sumberdaya kelautan dalam
jangka panjang diantaranya manfaat biogeografi dan peningkatan produktifitas perairan
(Elinur et al., 2010)
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Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi,
dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan
lingkungan secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi Perairan di dalam Undang Un-
dang Nomor 31 Tahun 2004 dikategorikan menjadi 4, yaitu: (a) Taman Nasional Perairan,
(b), Suaka Alam Perairan, (c) Taman Wisata Perairan, (d) Suaka Perikanan (Hukom et al.,
2019). Kawasan konservasi perairan dibentuk untuk mencapai berbagai tujuan, di an-
taranya adalah untuk melindungi spesies dan habitat laut, melestarikan keanekaragaman
hayati laut, memulihkan stok perikanan, mengelola kegiatan pariwisata dan meminimal-
kan konflik di antara pengguna sumberdaya yang beragam (Juliyanto et al., 2019).

Proses perlindungan, pengawetan dapat dilakukan di kawasan konservasi, taman
hutan raya, dan taman wisata alam; mengingat kawasan konservasi itu adalah kawasan
pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di-
manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi-
daya, pariwisata, dan rekreasi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan konservasi
tadalah dengan (3P), yaitu: (a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, (b) Pengawe-
tan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya, dan (c) Pem-
anfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dari ketiga strategi
tersebut satu dengan lainnya sangat berkait, sehingga untuk mewujudkan kelestarian
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus dilakukan bersamasama (Santoso,
2013).

3. Results
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Gambar 1. Kawasan Konservasi Perairan

Zona inti pada kawasan konservasi perairan merupakan daerah pemijahan,
pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan yang merupakan habitat biota perairan tertentu
yang menjadi prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik yang mempunyai
keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya dan mempunyai ciri khas
ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli sehingga kon-
disi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia baik hutan
manggrove, terumbu karang, maupun lamun (Febriani & Hafsar, 2020).

4. Discussion
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Penetapan kawasan konservasi dapat efektif sebagai salah satu alat pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut, kawasan ini merupakan tempat perlindungan bagi ikan-
ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Kawasan
perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengel-
olaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Jika sumberdaya ikan
dan lingkungannya lestari maka pemanfaatannya juga akan berlanjut terus dan akan
menghasilkan sumberdaya yang melimpah. (Febriani & Hafsar, 2020). Keberadaan kawa-
san konservasi memegang peranan penting dalam mengimbangi kegiatan eksploitatif
maupun terdegradasinya sumberdaya sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia.
Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan konservasi perairan dapat dibedakan
menjadi: kawasan konservasi perairan tawar perairan payau dan perairan laut. Kawasan
konservasi di wilayah perairan laut tersebut dikenal sebagai kawasan konservasi laut
(KKL). Dalam pengembangannya kawasan konservasi perairan di wilayah laut yang
dikembangkan oleh pemerintah daerah sering disebut sebagai Kawasan Konservasi Laut
Daerah (KKLD) (Huda & Sari, 2017).

Tata urutan pengelolaan KKP di Indonesia umumnya terdiri dari 9 (sembilan) taha-
pan sebagai berikut: a) Seleksi calon kawasan konservasi perairan (KKP) b) Peneta-
pan/deklarasi KKP secara formal c) Penentuan tata batas KKP d) Zonasi di dalam kawa-
san e) Rencana pengelolaan KKP f) Pembentukan Badan Pengelola KKP g) Implementasi
pengelolaan KKP h) Monitoring Keberhasilan pengelolaan i) Pengelolaan adaptif Seleksi
(Wiadnya, 2011).

Pada setiap KKL, ada beragam hal, seperti faktor-faktor biofisik, tata-kelola dan so-
sio-ekonomi, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja
pengelolaan secara menyeluruh. Bila dirancang dengan benar dan dikelola secara efektif,
KKL akan memainkan peranan penting dalam melindungi ekosistem dan pada beberapa
kasus, terjadi peningkatan atau perbaikan perikanan pesisir dan laut. Karena peran ini,
beragam lembaga dan badan pemerintah serta publik meletakkan harapan yang tinggi
kepada KKL dalam memelihara atau memulihkan fungsi-fungsi ekosistem dan keane-
karagaman hayati laut, disamping untuk meningkatkan kondisi sosio- ekonomi sebagai
hasil dari peningkatan produksi perikanan yang meningkatkan pendapatan dan
ketahanan pangan (Dangeubun et al., 2011)

Salah satu faktor kunci membangun pengelolaan kawasan konservasi adalah keterli-
batan atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat
mutlak diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, pada umumnya dapat dikatakan
bahwa tanpa partisipasi masyarakat setiap proyek pembangunan harus dinilai tidak ber-
hasil. Partisipasi masyarakat ini dapat diartikan sebagai kontribusi masyarakat dalam
fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, monitoring dan eval-
uasi. Sehingga peran ini dapat dilihat sebagai kompromi kewenangan dalam skema com-
munity based management (Danapraja, 2014).

Contoh:

4.1 Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Sulat dan Gili Lawang termasuk dalam wilayah
administrasi Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat. KKLD Gili Sulat dan Gili Lawang terdiri dari mangrove, padang lamun, dan
terumbu karang. Keberadaan KKLD Gili Sulat Gili Lawang memberikan manfaat yang dapat
dikelompokkan menjadi manfaat langsung ekstraktif perikanan, manfaat sebagai penghalang
dan manfaat nilai estetika dan keanekaragaman hayati (Huda & Sari, 2017).

4.2 Perairan Karimunjawa mempunyai keanekaragaman terumbu karang yang tinggi, sehingga di-
lindungi dalam suatu kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional. Kawasan TNKJ dibagi
menjadi sembilan zona yang memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda, yaitu zona inti,
zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan darat, zona pemanfaatan wisata
bahari, zona budidaya bahari, zona religi, zona rehabilitasi, dan zona tradisional perikanan.
Habitat terumbu karang di TNKJ didominasi oleh karang tepi dan gosong karang dengan
dinamika oseanografi yang tidak terlalu ekstrim, membuat kekayaan jenis ikan karang di TNKJ
relatif tinggi (Yuliana et al., 2017).
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4.3 Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Desa Uwedikan, awalnya, ditetapkan sebagai
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) melalui Keputusan Bupati Banggai No.
523/1209/Dislutkan tahun 2008 (Ariston et al., 2019).

4.4 Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Rl No. 36/KEPMEN- KP/2014 tentang Kawasan
Konservasi Perairan, menetapkan sebagian wilayah perairan Raja Ampat sebagai Kawasan
Konservasi Perairan. Selanjutnya kawasan tersebut dikelola sebagai Taman Wisata Perairan.
Taman Wisata Perairan (TWP) adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi (Hukom et al., 2019).

4.5 Kawasan konservasi perairan Pulau Ay—Rhun, Kecamatan Banda Tengah, Provinsi Maluku
merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Kawasan konservasi ter-
sebut harus berfungsi untuk melindungi seluruh ekosistem pesisir di pulau kecil dan laut di
sekitarnya yang memerlukan sebuah rencana prioritas pengelolaan yang adaptif dan berkelanju-
tan (Juliyanto et al., 2019)

5. Conclusions

Marine Protected Area (MPA) merupakan salah satu instrumen yang didesain lang-
sung pada pengendalian sumber daya alam, yaitu berupa penentuan suatu kawasan
sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi laut (Marine Protected Area) ini
memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang tidak hanya bersifat tangible (terukur), na-
mun juga bersifat intangible (tidak terukur). Manfaat terukur biasanya digolongkan
ke dalam manfaat kegunaan, baik yang dikonsumsi maupun tidak, sementara manfaat
tidak terukur berupa manfaat non kegunaan yang lebih bersifat pemeliharaan
ekosistem dalam jangka Panjang. Marine Protected Area memiliki banyak manfaat
yang signifikan yang akan membantu pengelolaan sumberdaya kelautan dalam
jangka panjang diantaranya manfaat biogeografi dan peningkatan produktifitas

perairan.
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